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KEPUTUSAN o
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 02 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang, . a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan

Pelaksana DBagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi

Pemerintah dan agar tetap terselenggaranya pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, maka

perlu dilakukan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan

pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Pesisir Selatan.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah, Jis Undang — Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 jo Undang
— Undang Nomor 58 tahun 1958;

2. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo
Undang-Undang Nomor- 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643;

. Undang — Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang — Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan

Mengingat : I

Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nmor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016
Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Slatan Nomor 217),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 teniang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacral
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Nama-nama Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan
nama jabatan pelaksana pada lajur 3, dan penempatan sebagaimana
tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini;

Tugas Pejabat Pelaksana sebagaimana tersebut pada diktum KESATU
keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan
masing-masing sebagaimana lajur 4 lampiran keputusan ini;

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
keputusan ini, Pejabat Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada
Pejabat Pengawas masing-masing sebagaimana lajur 5 lampiran
keputusan ini;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan
ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Painan
Pada Tanggal

NIP. 19780519 200581 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1
2
3,
4

. Bupati Pesisir Selatan;

. BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan;

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
. Personil yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /KPTS/DISTAN-PS/2022
TANGGAL JANUARI 2022
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
DAFTAR PEJABAT PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
KELAS
NO. NAMA / NIP. JABATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN JABATAN ATASAN LANGSUNG JAB. PENEMPATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8
BAGIAN SEKRETARIAT
1 |MAILINDA AZMUR, S.P Analis Kesejahteraan Sumber |Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka Sub Bagian Umum dan 7  |Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19830530 201502 2 001 Daya Manusia Aparatur penyusunan rekomendasi di bidang kesejahteraan sumber  |Kepegawaian Pesisir Selatan
daya manusia aparatur
2 |TIEN AFRIDA ZAHRA, S.Pt Penyusun Kebutuhan Barang |Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data obyek |Sub Bagian Umum dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19720410 201407 2 002 Inventaris di bidang kebutuhan barang inventaris Kepegawaian Pesisir Selatan
3 |NADIA LUTFIA NELSYA, A.Md Calon Asiparis Terampil Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, Sub Bagian Umum dan 6 Dinas Pertanian Kab. SK Bupati terkait JFT
NIP. 19910407 202012 2 008 pengelolaan arsip statis,pembinaan kearsipan dan pengolahan|Kepegawaian Pesisir Selatan Arsiparis Terampil
dan penyajian arsip menjadi informasi belum ada
4 |DON CHANDRA Pengadministrasi Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di Sub Bagian Umum dan 5 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 15751010 200801 1 013 Kepegawaian bidang kepegawaian Kepegawaian Pesisir Selatan
5 |BASRIZAL Pengadministrasi Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pelayanan transportasi [Sub Bagian Umum dan S Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19731231 200801 1 041 Kepegawaian yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas. Kepegawaian Pesisir Selatan
6 |SYAFRIZAL Pengadministrasi Umum Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian Sub Bagian Umum dan 5 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19730706 200701 1 004 kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di kantor Kepegawaian Pesisir Selatan
7 |NENITRIANAS. Analis Perencanaan, Evaluasi  |Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka Sub Bagian Perencanaan dan 5 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19760303 200701 2 010 dan Pelaporan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, |Pelaporan Pesisir Selatan
evaluasi dan Pelaporan
8 |FIFY YURISTIA ALBAR, S.P Analis Perencanaan, Evaluasi |Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka Sub Bagian Perencanaan dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19950802 201903 2 001 dan Pelaporan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, |Pelaporan Pesisir Selatan
evaluasi dan Pelaporan
S |VIVIHANDAYANI, S.P Penyusun Program Anggaran |Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data Sub Bagian Perencanaan dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19871106 201001 1 009 dan Pelaporan obyek kerja di bidang program anggaran dan Pelaporan Pelaporan Pesisir Selatan
10 |MISKAYENI, S.Pt Penyusun Program Anggaran |Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data Sub Bagian Perencanaan dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19960808 201903 2 001 dan Pelaporan obyek kerja di bidang program anggaran dan Pelaporan Pelaporan Pesisir Selatan
11 |NURAINI M, S H Analis Perencanaan Anggaran |Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka Sub Bagian Perencanaan dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19661001 198903 2 Q08 penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan Pelaporan Pesisir Selatan
anggaran
12 |LISA DARWIS, S.P Penata Keuangan Melakukan kegiatan penataan bahan dan pemeriksaan di Sub Bagian Keuangan 7 |Dinas Pertanian Kab.
NIP. 19750919 200604 2 004 bidang keuangan Pesisir Selatan
13 |ELVI SRI RAHAYU SURIANI, A.Md |Bendahara Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan Sub Bagian Keuangan 7 Dinas Pertanian Kab. Bendahara

NIP. 13801019 200302 2 005

terkait transaksi keuangan

Pesisir Selatan

Pengeluaran

Dipindai dengan CamScanner




KELAS

NiP. 19640402 198302 1 002

Mesin Pertanian

alat dan mesin pertanian dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan di bidang pertanian

Pertanian dan Pakan Ternak

Pesisir Selatan

NO NAMA / NIP. JABATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN JABATAN ATASAN LANGSUNG JAB. PENEMPATAN KET.
1 3 3 5 3 7 8
ped Bendahara Nelzkukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan Sub Bzgian Keuangan 7 Dinas Pertanian Kab. Bendahara
terkait transaksi keuangan Pesisir Selatan Pengeluaran
Pembantu
15 MARDON Bendzhara Melzkukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan Sub Bzgian Keuangan 7 Dinas Pertanian Kab. Bendahara
NI® 1S8111102010011003 terkait transaksi keuangan Pesisir Selatan Penerimaan
BIDANG TANAMNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
16 JVTRA DESNITA, S.E Penyusun Rercana Tata Ntelzkukan kegiztan penyusunan rencana tata tanam di Seksi Produksi dan Perbenihan 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 18800514 200701 2 007 bidang pertanian Tanaman Pangan dan Pesisir Sefatan
Hortikuitura
17 Melzkukan kegiatan analisis dan penelaahan peningkatan Seksi Produksi dan Perbenihan 7  |Dinas Pertanian Kab.
usaha pertanian dan agrobisnis dalam rangka penyusunan Tanaman Pangan dan Pesisir Selatan
rekomendasi kebijakan di bidang pertanian Hortikultura
1B JALGUSRL SST Ar Pupuk Crganik dan Melskukan kegiztan analisis dan penelaahan pupuk organik  |Seksi Perlindungan Tanaman 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 16651231 3158803 1 027 Pembenzh Tansh dan pembenzh tanzh dalam rangka penyusunan rekomencdasi |Pangan dan Hortikultura Pesisir Selatan
kebijzkan di bidang pertanian
12 |TRYASMA SP Anzlis Pengelzh Hasil Melzkukan kegiatan analisis dan penelaahan pengolah hasil  |Seksi Pengolahan dan Pemasaran 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 187560220 200701 2 003 Pertznian pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan |Hasil Tanaman Pangan dan Pesisir Selatan
di bidzng pertanian Hortikultura
20 Nl Pengadministrasi Umum Melzkukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Seksi Pengolahan dan Pemasaran 5 Dinas Pertanian Kab.
NiP 1S810£18 200701 2 0C3 dan dokumen umum Hasil Tanaman Pangan dan Pesisir Selatan
BIDANG PERKEBUNAN
21 |OKTI DIANA BARUN, SP Penelzah Data Sumber Benih |Melakukan kegiatan penelaahan data sumber benih di bidang |Seksi Pembenihan dan 7 Dinas Pertanian Kab.
NiP. 16841012 201903 2 001 pertanian Perlindungan Tanaman Pesisir Selatan
Perkebunan
22 |WARDI, S.TP Anslis Pemasaran Hasil Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pemasaran hasil |Seksi Pengolahan dan Pemasaran 7 Dinas Pertanian Kab.
NIF. 1860730202012 1 005 Pertanian pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan |Hasil Perkebunan Pesisir Selatan
di bidang pertanian
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
23 |FAJAR FIRMANSYAH, SP Anzlis Tanah Pertanian Pangan|Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan tanah pertanian |SeksiLahan dan Irigasi 7 Dinas Pertanian Kab.
NIP. 15830315 201503 1 001 dan Berkelanjutan pangan berkelanjutan dalam rangka penyusunan rekomendasi Pesisir Selatan
kebijakan di bidang pertanian
24 |HENDRO KURNIAWAN, S.T Pengawas Pengelolaan Lzhan |Melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan lzhan pertanian|Seksi Lahan dan Irigasi 7 |Dinas Pertanian Kab.
NIP. 18781011 200502 1 003 Pertanian dan Air Irigasi dan air irigasi di bidang pertanian Pesisir Selatan
25 |FADRIAL S.P Analis Pengembangan Alat dan|Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pengembangan |Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin 7 Dinas Pertanian Kab.
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NIP. 19811110 201001 1 003

terkait transaksi keuangan

KELAS
NO. NAMA / NIP. JABATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN JABATAN ATASAN LANGSUNG JAS PENEMPATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8
14 |FIFRIAN LIZANA PUTERI Bendahara Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan Sub Bagian Keuangan 7  |Dinas Pertanian Kab. Bendahara
NIP. 19780416 201407 2 003 terkait transaksi keuangan Pesisir Selatan Pengeluaran
Pembantu
15 |MARDONI Bendahara Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan Sub Bagian Keuangan 7 Dinas Pertanian Kab. Bendahara
Pesisir Selatan Penerimaan

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

16 |VERA DESNITA, S.E
NIP. 19800614 200701 2 007

Penyusun Rencana Tata
Tanam

Melakukan kegiatan penyusunan rencana tata tanam di
bidang pertanian

Seksi Produksi dan Perbenihan
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

7 Dinas Pertanian Kab.
Pesisir Selatan

17 |FAULIA DESI LEBRY, S.TP
NIP. 19960923 202012 2 018

Analis Peningkatan Usaha
Pertanian dan Agrobisnis

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan peningkatan
usaha pertanian dan agrobisnis dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan di bidang pertanian

Seksi Produksi dan Perbenihan
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

7 Dinas Pertanian Kab.
Pesisir Selatan

18 JALGUSRI, S.5T
NIP. 19661231 198803 1 027

Analis Pupuk Organik dan
Pembenah Tanah

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pupuk organik
dan pembenah tanah dalam rangka penyusunan rekomendasi
kebijakan di bidang pertanian

Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura

7 Dinas Pertanian Kab.
Pesisir Selatan

19 [TRYASMA, 5.P
NIP. 19760220 200701 2 003

Analis Pengolah Hasil
Pertanian

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pengolah hasil
pertanian dalam rangka penyusunan rekamendasi kebijakan
di bidang pertanian

Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura

7 Dinas Pertanian Kab.
Pesisir Selatan

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendakumentasian

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

5 Dinas Pertanian Kab.

21 |OKTI DIANA BARUN, SP
NIP. 19941012 201903 2 001

Penelaah Data Sumber Benih

Melakukan kegiatan penelaahan data sumber benih di bidang
pertanian

Perlindungan Tanaman
Perkebunan

20 |DEL AFRINI Pengadministrasi Umum
NIP. 19810418 200701 2 003 dan dokumen umum Hasil Tanaman Pangan dan Pesisir Selatan
BIDANG PERKEBUNAN
Seksi Pembenihan dan 7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

22 |WARDI, 5.TP
NIP. 1860730 202012 1 006

Analis Pemasaran Hasil
Pertanian

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pemasaran hasil
pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan
di bidang pertanian

Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PE

RTANIAN

23 |FAJAR FIRMANSYAH, SP
NIP. 19850315 201903 1 001

dan Berkelanjutan

Analis Tanah Pertanian Pangan

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan tanah pertanian
pangan berkelanjutan dalam rangka penyusunan rekomendasi
kebijakan di bidang pertanian

Seksi Lahan dan Irigasi

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

24 |HENDRO KURNIAWAN, S.T
NIP. 19781011 200902 1 003

Pertanian dan Air Irigasi

Pengawas Pengelolaan Lahan

Melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan lahan pertanian
dan air irigasi di bidang pertanian

Seksi Lahan dan Irigasi

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

25 |FADRIAL, S.P
NIP. 19640402 199302 1 002

Mesin Pertanian

Analis Pengembangan Alat dan

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pengembangan
alat dan mesin pertanian dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan di bidang pertanian

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin
Pertanian dan Pakan Ternak

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

Dipindai dengan CamScanner




KELAS

NO,‘ NAMA / NIP. JABATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN JABATAN ATASAN LANGSUNG JAB PENEMPATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PETERNAKAN

38

MAGDARITA RUSTAM, S.Pt
NIP. 19850326 201903 2 001

Pengawas Mutu Pakan dan
Produksi Bibit Ternak Besar

Melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan dan produksi
bibit ternak kecil dan unggas di bidang peternakan

Seksi Produksi Peternakan

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

39

EGA MELANDARI, S.Pt
NIP. 19920519 201903 2 001

Pengawas Mutu Pakan dan
Produksi Bibit Ternak Resar

Melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan dan produksi
bibit ternak besar di bidang peternakan

Seksi Produksi Peternakan

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

BIDA

NG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERI

NER

40

HUSNI MUBARAK, S.Pt
NIP. 19950507 201903 1 002

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

41

FITRIANI, S.Pt
NIP. 19950308 201903 2 002

Pengawas Sanitasi Usaha
Peternakan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Melakukan kegiatan pengawasan hygiene, sanitasi usaha
peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di bidang
pertanian

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

7 Dinas Pertanian Kab.

Pesisir Selatan

42

YUSRIL, S.Pt
NIP. 15720808 200604 1 006

Pengawas Sanitasi Usaha

Peternakan, dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Melakukan kegiatan pengawasan hygiene, sanitasi usaha
peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di bidang
pertanian

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

7 Puskeswan Terpadu
Tarusan

43

BERSI DELI FEBRI
NIP. 19680212 200604 1 006

Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian
dan dokumen umum

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

5 Puskeswan Terpadu
Tarusan

44

MITRA DINATA
NIP. 19780502 200604 1 012

Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian
dan dokumen umum

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

5 Puskeswan Terpadu
Tarusan

45

drh. IRMA ROZALINA
NIP. 19920707 202012 2 011

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

SeksiKesehatan Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Tarusan

SK Bupati terkait JFT
Medik Veteriner Ahli
Pertama belum ada

46

SYAF JONEDI, S.Pt
NIP. 19680128 200701 1 004

Pengawas Sanitasi Usaha
Peternakan, dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Melakukan kegiatan pengawasan hygiene, sanitasi usaha
peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di bidang
pertanian

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

7 Puskeswan Terpadu
Painan

a7

YUSMAL, S.Pt
NIP. 19920519 201903 2 001

Penyusun Teknis Usaha
Budidaya

Melakukan kegiatan penyusunan teknis usaha budidaya di
bidang pertanian

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

7 Puskeswan Terpadu
Painan

48

RENDRA JASRI
NIP. 15780119 200701 1 005

Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian
dan dokumen umum

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

5 Puskeswan Terpadu
Tarusan

49

drh. SUCI NURUL HIDAYATI
NIP. 18920526 202012 2 010

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Kesehatan Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Painan

SK Bupati terkait JFT
Medik Veteriner Ahjj
Pertama belum ada

50

drh. ALRIKO PATRISMAN
NIP. 19781020 201001 1 013

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Sutera

—

Dipindai dengan CamScanner



\NO.‘

KELAS

NAMA / NIP, JABATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN JABATAN ATASAN LANGSUNG JAB PENEMPATAN KET. .
1 2 3 4 5 6 7 8
51 |WISMAR Perawat Ternak Melakukan kegiatan perawatan ternak dan menjaga Seksi Kesehatan Hewan 5  |Puskeswan Terpadu
NIP. 19640624 138903 1 005 kebersihan kandang ternak Sutera

52

DENY SUBIANTQRO, A.Md
NIP. 19751125 201001 1 006

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

6 Puskeswan Terpadu
Sutera

53

drh. FITRIYAH YUSKHA
NIP. 19860219 201101 2 011

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Padang Laban

54

PAHITASORA, S.5T
NIP. 19670110 200003 1 002

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Kesehatan Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Padang Laban

55

RIZONDRA, S.Pt, M.Si
NIP. 19660508 200003 1 002

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Padang Laban

56

MUKTARIDI, S.ST
NIP, 19670805 199903 1 001

Pengawas Sanitasi Usaha
Peternakan, dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Melakukan kegiatan pengawasan hygiene, sanitasi usaha
peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di bidang
pertanian

Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner

7 Puskeswan Terpadu
Padang Laban

57

ERITA, S.Pt
NIP. 19661210 199703 1 002

Pengelola Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner

Seksi Kesehatan Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Inderapura

58

MAILIS, A.Md
NIP. 19750515 199203 1 008

Pengelola Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner

Seksi Kesehatan Hewan

6 Puskeswan Terpadu
Inderapura

59

drh. TIAZALIA BTB
NIP. 18920628 202012 2 010

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Inderapura

SK Bupati terkait JFT
Medik Veteriner Ahli
Pertama beclum ada

60

drh. HAYATUL FITRO
NIP. 19840716 201101 1 010

Pengawas Penyakit dan
Pengendali Penyakit Hewan

Melakukan kegiatan pengawasan penyakit dan pengendali
penyakit hewan di bidang peternakan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner
dan Pengawasan Obat Hewan

7 Puskeswan Terpadu
Lunang Silaut

61

INDRA SAFRI

NIP. 13671203 199103 1 007

Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian
dan dokumen umum

Seksi Kesehatan Hewan

S Puskeswan Terpadu
Lunang Silaut

Dipindai dengan CamScanner




